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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR : 2                                            TAHUN : 2013  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
NOMOR  2  TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a.  bahwa pajak daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting dalam 
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 
serta mewujudkan kemandirian Daerah; 

b. bahwa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 28  
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan merupakan pajak Daerah yang 
kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah 
Daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur 
dengan Peraturan Daerah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik 
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi 
satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 
Nomor 101); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009        
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/ 
2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/ 
2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga 
Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010        
Nomor 415);   

10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 
dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan 
Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 581); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 
dan 

BUPATI KULON PROGO 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak 
adalah konstribusi wajib kepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi,  dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan dan pertambangan. 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi 
tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
Daerah. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 
perairan pedalaman dan/atau laut. 

10. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang 
selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran 
nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga 
objek pajak yang tidak dikenakan pajak. 

11. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak 
atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta 
bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang- Undang di bidang pertanahan dan 
bangunan. 
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12. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang 
diatasnya melekat hak-hak atas tanah yang diatur 
dalam undang-undang dibidang pertanahan. 

13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru 
atau NJOP pengganti. 

14. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya 
disingkat NJOP Pengganti adalah suatu 
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu 
objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi 
objek pajak tersebut. 

15. Subjek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Subjek 
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi 
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. 

16. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib 
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi 
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. 

17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya  
1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender. 

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 
dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 
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19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan 
dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan 
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang 
terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak 
kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang 
selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang 
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan 
data objek pajak. 

21. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 
NOP adalah nomor yang diberikan sebagai 
identitas Objek Pajak yang bersifat unik, 
permanen dan nasional. 

22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-
P2 yang terutang dan  bukan merupakan bukti 
kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 
atau seharusnya dibayar kredit pajak. 

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat 
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam 
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penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam SPPT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat 
keputusan atas keberatan terhadap SPPT. 

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah serta menemukan 
tersangkanya. 

 
BAB II 

 
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

 
Pasal 2 

 
Setiap kepemilikan, penguasaan dan/atau 
pemanfaatan bumi dan/atau bangunan perdesaan 
dan perkotaan oleh orang pribadi atau badan 
dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
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Pasal 3 

 
(1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.  

 
(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu 
kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan 
emplasemennya, yang merupakan suatu 
kesatuan dengan kompleks bangunan 
tersebut; 

b. jalan tol; 
c. kolam renang; 
d. pagar mewah;  
e. tempat olah raga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah;  
h. tempat penampungan/kilang minyak, air, dan 

gas, pipa minyak; dan 
i. menara. 
 

(3) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah 
objek pajak yang : 
a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 
b. digunakan semata-mata untuk melayani 

kepentingan umum dibidang ibadah, sosial 
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan 
purbakala, atau yang sejenis dengan itu;  
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d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, 
hutan wisata, taman nasional, tanah 
penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan 
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;  

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan 
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
balik; dan 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan 
lembaga internasional yang ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

 
Pasal 4 

 
Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar                     
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 
Wajib Pajak.  
 

Pasal 5 
 

(1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau badan 
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 
bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi 
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. 

 
(2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 
bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi 
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. 

 
(3) Tanah yang tidak diketahui pemilik dan/atau 

alamatnya dan diatasnya berdiri bangunan, maka 
kewajiban pembayaran pajaknya dibebankan 
kepada orang pribadi atau badan yang secara 
nyata menguasai, memperoleh manfaat atas 
bangunan berdasarkan Keputusan Bupati. 


